
NOMOR58

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN2020

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR52 TAHUN
2020 TENTANGPEDOMANPEMBERIANBANTUANLANGSUNGTUNAlDANA
DESABAGIKELUARGAMISKINTERDAMPAKPANDEMICORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19) 01 KABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
beberapa ketentuan mengenai mekanisme Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin
terdampak Pandemi Coronamrus Disease 2019 (Comd-
19), maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 52
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Miskin
Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 52 Tahun 2020 ten tang Pedoman
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi
Keluarga Miskin Terdampak Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Majalengka.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5864);

11. Peraturan Pemerintah 3
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danfatau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danf atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor87);

13. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

14. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor249);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor22 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1915);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

18. Keputusan Bersama 4
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18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19),serta Pengamanan Daya Bell Masyarakat dan
Perekonomian Nasional;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 14);

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 47 Tahun 2019
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 47);

22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2020
tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rindan
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang di
Biayai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR52 TAHUN2020
TENTANGPEDOMAN PEMBERIANBANTUANLANGSUNG
TUNAlDANADESA BAGIKELUARGAMISKINTERDAMPAK
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATENMAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 52 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga
Miskin Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 55),
diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 eliubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjaelikewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya elisebut
APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
elibahas dan elisetujuibersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,dan
elitetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Camat adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pemerintah oleh
Bupati untuk menangani urusan otonomidaerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan wilayah Kabupaten Majalengka.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain
yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak
tradisional yang eliakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
NegaraKesatuan Republik Indonesia.

9. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal
dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan
mengalami konelisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak
dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan
kesehatan, dan pendidikan, penyeeliaanair bersih dan sarana sanitasi.

10.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disebut DTKSadalah data
elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi, sosial,
ekonomi, dan demograsi dari rumah tangga dan inelividudengan status
kesejahteraan terendah eliIndonesia.

11.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang eliperuntukkan bagi Desa yang elitransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
eligunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDes,adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13.Musyawarah Desa khusus adalah musyawarah khusus yang elilakukan
untuk memvalidasi, fmalisasi dan penetapan data kepala keluarga calon
penerima BLT-Dana Desa.
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14. Relawan Desa adalah Tim yang di bentuk oleh Kepala Desa untuk
mendata keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa

15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,
gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

16. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh Sereve Acute Respiratory
Syndrome-Coronavirus-2.

17. Pandemi Covid-19 adalah skala penyebaran penyakit Covid-19 yang
teIjadi secara global di seluruh dunia.

2. Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini:

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR58

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

c::::: ===tt:- .
GUNGUNMOCHAMADDHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPlRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 55 Tahun 2020
Tanggal 11 Mei 2020
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN

2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAl DANA DESA BAGI KELUARGA MISKIN TERDAMPAK
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN MAJALENGKA.

DATA KElUARGA MISKIN CAlON PENERIMA MANFAAT BlT DANA DESA

Sdh Menerima 81m Menerima JPS

JPS
MS/TMS Keterangan

No Nama/NIK Tempat, Tanggal Alamat Nomor Rekening

Lahir ~ Kehilangan
Tldak Sakit:I: z 0.

""
0.

""
Mata

0. l%l Terdata Kronis
Pencaharlan

1

2

3

JUMLAH

Mengetahui,

Kepaia Desa

(Nama lengkap)

.............. , ....{tgl/bln/thn) ....

Pencatat,

(Nama lengkap)

BBUPATI MAJALENGKA,

tttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

C-===tt:.
GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

EMAN SUHERMAN

KKARNA SOBAHI
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